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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena
atas rahmat dan karunia Nya, Rencana Aksi Program (RAP)
Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 dapat kami selesaikan. RAP

ini memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, indikator dan

target Sekretariat Jenderal selama 5 tahun kedepan yaitu 2020-2024 yang telah selaras
dengan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

RAP ini disusun untuk menjadi pedoman bagi satuan kerja (satker) di lingkungan
Sekretariat Jenderal termasuk satker dekonsentrasi dalam menyusun perencanaan
anggaran. RAP akan dijabarkan menjadi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) pada masing-
masing satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing- masing.

Kami menyadari bahwa RAP ini belum sempurna dan akan terus dilakukan
penyesuaian mengikuti perkembangan kondisi pembangunan kesehatan. Oleh karena
itu masukan dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan RAP ini.
Kepada seluruh penyusun kami ucapkan terima kasih atas upaya dan kontribusinya.

Semoga RAP ini dapat mencapai tujuan penyusunannya.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 2020
Sekretaris Jenderal, ¢

rg. Oscar Primadi,/MPH
NIP 196110201988031013



' KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

-. Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 :

Telepon (021) 5201590 (Hunting)
GERMAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/111/3617 /2020
TENTANG
RENCANA AKSI PROGRAM SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan Kesehatan
sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Men engah
Nasional 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2020-2024 dan dinamika serta kebutuhan
dan kebijakan Sekretariat Jenderal, perlu disusun Rencana
Aksi Program Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024;

b. bahwa Rencana Aksi Program sebagaimana dimaksud pada
huruf a disusun sebagai satu dokumen perencanaan
indikatif yang memuat program dan kegiatan Sekretariat
Jenderal yang akan dilaksanakan oleh satker di lingkungan
Sekretariat Jenderal,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Jenderal tentang Rencana Aksi Program

Sekretariat Jenderal tahun 2020 — 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4700);



Menetapkan

KESATU

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5063

4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 914)

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
KESEHATAN TENTANG RENCANA AKSI PROGRAM
SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2020 — 2024.
Menetapkan Rencana Aksi Program Sekretariat Jenderal Tahun
2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris

Jenderal ini



KEDUA

KETIGA

Rencana Aksi Program Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan
sebagai acuan bagi satuan kerja di lingkungan Sekretariat
Jenderal dalam perencanaan tahunan dan pelaksanaan
kegiatan/program Sekretariat Jenderal guna mendukung
program pembangunan kesehatan.

Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2020

SEKRETARIS JENDERAL
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, \_[ >

“GSCAR PRIMADI




LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
JENDERAL

KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/111/3617 /2020

TENTANG

RENCANA AKSI PROGRAM
SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN
2020 - 2024

RENCANA AKSI PROGRAM SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2020 - 2024

BAB I
PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang
berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa
dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional
sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pembangunan nasional tersebut
diterjemahkan dalam visi, misi dan arah pembangunan nasional.

Penjabaran visi, misi dan arah pembangunan nasional dituangkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan kurun waktu
20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJPN 2005-2025 terbagi dalam tahap-
tahap perencanaan pembangunan dalam  periodisasi perencanaan
pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMN 2020-2024 merupakan tahap keempat dan merupakan tahap
terakhir dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025. Tujuan pembangunan dalam
RPJMN 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri,
maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang
dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh
sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, menjadi pedoman
bagi Kementerian/Lembaga  dalam  menyusun Rencana  Strategis

Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L).



Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2020-2024
juga tercantum tercantum visi, misi, tujuan dan sasaran strategis program dan
kegiatan pembangunan kesehatan yang disusun berpedoman pada RPJMN
2020-2024. Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 telah ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020.

Memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara serta Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat Jenderal berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan. Sekretariat Jenderal mempunyai
tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian
Kesehatan.

Dalam upaya memperlancar pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Jenderal
perlu disusun suatu rencana aksi program Sekretariat Jenderal yang berisi
tujuan, sasaran, indikator, target dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan

pada tahun 2020-2024.

A. KONDISI UMUM
Dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024, terdapat 6 (enam)
program di lingkungan Kementerian Kesehatan yaitu:
Program Dukungan Manajemen;
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

Program Kesehatan Masyararakat; dan

o g p WD =

Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sekretariat Jenderal memiliki 2 (dua) program yaitu Program Dukungan
Manajemen dan Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN). Program Dukungan Manajemen merupakan program yang
bersifaf generik dan dipergunakan oleh lintas Kementerian/Lembaga dan lintas
Eselon I. Sedangkan Program Pelayanan Kesehatan dan JKN merupakan
program teknis yang dipergunakan oleh lintas eselon I di internal Kementerian
Kesehatan. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN di Sekretariat Jenderal
digunakan sebagai wadah untuk penganggaran iuran Penerima Bantuan Iuran

(PBI).



Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal dalam
menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian
Kesehatan, termasuk pembiayaan kesehatan. Sekretariat Jenderal berperan
dalam menjawab tantangan berbagai isu pembangunan kesehatan antara lain
dengan meningkatkan kemampuan manajemen dan informasi kesehatan,
sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran, koordinasi dan
integrasi lintas sektor, peningkatan kompetensi pegawai dan penguatan
organisasi dan tata laksana dalam pembangunan kesehatan. Sebagai salah satu
prioritas perubahan terhadap program reformasi birokrasi, Sekretariat Jenderal
berupaya mendukung pembangunan kesehatan secara sistematis,
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tercipta Good Governance sesuai dengan
amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagai tindak lanjut Tap MPR
RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN
1. Tata Kelola Pembangunan Kesehatan

Sinergi antar sektor dan sinergi pusat dan daerah merupakan
prasyarat bagi optimalisasi terselenggaranya pembangunan kesehatan.
Di tingkat pusat koordinasi yang baik antara Kementerian Kesehatan
dengan kementerian/lembaga lain merupakan isu penting dalam
program kesehatan yang memerlukan aksi multisektoral (pencegahan
dan pengendalian penyakit serta Germas). Di era desentralisasi,
koordinasi antara pusat dengan daerah (provinsi dan kabupaten/kota)
merupakan isu strategis, baik dalam kebijakan/regulasi, perencanaan,
penganggaran, implementasi, dan evaluasi program. Berbagai masalah
implementasi di garis depan terjadi karena permasalahan koordinasi,
sinergi, dan integrasi pada level di atasnya. Perlu kejelasan peran dan
tanggung jawab antar tingkat pemerintahan dalam pelaksanaan
pembangunan kesehatan. Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria (NSPK) di bidang kesehatan yang dibutuhkan daerah untuk
menjadi pedoman adalah prioritas untuk segera dilaksanakan. Di sisi
lain, penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) juga perlu

dilakukan secara terstruktur (ditinjau dari aspek regulasi, kelembagaan



dan pembiayaan) untuk mengimbangi pelaksanaan Upaya Kesehatan
Perorangan (UKP).

Dalam kontek penyelenggaraan JKN, Kementerian Kesehatan
mendapatkan tugas menganggarkan iuran PBI dan mendaftarkan
peserta PBI kepada BPJS Kesehatan. Tantangan yang ada adalah
penetapan peserta PBI merupakan kewenangan Kementerian Sosial
sehingga sering kali anggaran PBI tidak terserap optimal karena
Kementerian Sosial tidak dapat menyediakan data PBI sesuai dengan

target RPOJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan.

Integrasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

Pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan sudah cukup
luas, di antaranya perencanaan kesehatan melalui e-planning, e-
budgeting dan e-monev. Sistem informasi yang dikembangkan dan
digunakan untuk menyediakan data kesehatan juga sangat beragam,
seperti SITT (Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu), SIHA (Sistem
Informasi HIV/AIDS), KOMDAT (Komunikasi Data), sistem PIS-PIK
(Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga), eSisMal (Sistem
Informasi Malaria). Integrasi sistem data harus dilakukan wuntuk
menghasilkan data yang valid dan reliable. Integrasi data JKN dengan
SIK serta pemanfaatan data Pelayanan BPJS Kesehatan juga harus
dilakukan.

Perbaikan SIK melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) yang
diaplikasikan sebagai sistem informasi penyelenggaraan pelayanan
kesehatan terpadu berbasis IT bertujuan meningkatkan sistem rujukan
antara FKTP dan FKRTL. Pengembangan juga dilakukan terhadap sistem
rekam medis elektronik yang dapat mendukung pertukaran data resume
medis pasien antar rumah sakit (smart care). Pada periode 2020 — 2024
ini, SIK diarahkan untuk pemantapan layanan informasi kesehatan yang
lebih cepat, valid, resource sharing; pemantapan SIK standar berbasis
elektronik terintegrasi dan pemantapan penerapan SIK di fasilitas
pelayanan kesehatan

Percepatan implementasi standar pelaporan dan sistem informasi
manajemen kesehatan, mengoptimalkan penggunaan inovasi kesehatan
digital, optimalisasi pemanfaatan internet, mengumpulkan data

surveilans real-time dan membuat perubahan bertahap dari pelaporan



agregat ke pelaporan individu merupakan investasi jangka panjang yang
harus dilakukan untuk penguatan pelaporan data rutin.

Penguatan SIK dilakukan melalui langkah-langkah prioritas berupa
penataan transaksi data di fasilitas pelayanan kesehatan, optimalisasi
aliran dan integrasi data, serta peningkatan pemanfaatan data dan
informasi. Penataan data transaksi di fasilitas pelayanan kesehatan
meliputi pengembangan Aplikasi Keluarga Sehat, pembenahan sistem
informasi non elektronik di puskesmas (revisi SP2TP/SP3/SIMPUS),
pengembangan dan perluasan implementasi sistem informasi elektronik
di puskesmas (ekspansi SIKDA Generik Puskesmas), pengembangan dan
perluasan implementasi sistem informasi di RS (SIMRS GOS), serta
integrasi/interoperabilitas di tingkat data transaksi dalam fasilitas
pelayanan kesehatan. Optimalisasi aliran data meliputi optimalisasi
pelaporan data dari kabupaten/kota melalui Aplikasi Komunikasi Data,
pelaporan data dari seluruh entitas sumber data, dan pengembangan
bank data kesehatan perlu terus ditingkatkan. Upaya peningkatan
pemanfaatan data dan informasi meliputi peningkatan kualitas data,
penguatan analisis data, penyusunan paket-paket data dan informasi,
serta diseminasi dan publikasi data dan informasi juga perlu terus
diperkuat.

Terfragmentasinya sistem informasi kesehatan sebagaimana di
atas, melandasi perlu dikembangkannya inisiatif Satu Data. Inisiatif ini
penting untuk meningkatkan integrasi, interoperabilitas dan
pemanfaatan data pemerintah. Pemanfaatan data pemerintah tidak
terbatas pada penggunaan internal antar instansi, tetapi juga sebagai
bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat. Kebijakan
Satu Data ini dilaksanakan dengan strategi melalui pengembangan satu

standar data, satu metadata yang baku, dan satu portal.

Pembiayaan Kesehatan

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Kesehatan, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan
penyelenggaraan program pembangunan kesehatan membutuhkan
dukungan pembiayaan yang memadai. Selama tahun 2010-2016,
persentase total belanja kesehatan terhadap GDP di Indonesia relatif
konstan, hanya naik sedikit ke angka 3,3%. Tingkat total pengeluaran

kesehatan Indonesia (Total Health Expenditure/THE) termasuk yang



terendah di dunia dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan
menengah ke bawah lainnya (5,9% dari PDB).

Cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC)
adalah kombinasi antara kecukupan fasilitas pelayanan kesehatan dan
cakupan kepesertaan JKN. Pembiayaan JKN di Indonesia diperlukan
untuk menjamin akses pada upaya kesehatan perorangan, namun tidak
tepat untuk membiayai berbagai macam intervensi kesehatan
masyarakat. Intervensi kesehatan masyarakat atau UKM adalah public
goods sehingga pembiayaannya tidak melalui mekanisme tarif dan
mekanisme asuransi kesehatan. Pembiayaan UKM menjadi tanggung
jawab pemerintah, baik melalui APBN dan atau APBD. Perlu ada jaminan
pembiayaan kesehatan di APBN dan APBD serta ada keseimbangan
pembiayaan yang memadai untuk UKP dan UKM.

Analisis terhadap keuangan daerah memperlihatkan bahwa
kemampuan daerah sangat terbatas, dimana anggaran daerah (APBD)
sebagian besar berasal dari transfer dana pusat, termasuk DAK Fisik dan
DAK Nonfisik. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil, yaitu sekitar
10%. Belanja Pegawai (BP) rata-rata mencapai 46% dari APBD, sehingga
konsekuensinya untuk belanja non-gaji hanyalah 54%. Dengan
keterbatasan tersebut daerah juga harus mengalokasikan 20% APBD
untuk pendidikan dan pembiayaan SPM lain di luar SPM kesehatan,
serta berbagai kebutuhan lain (termasuk infrastruktur). Data
menunjukkan, hanya 177 dari 542 kabupaten/kota yang benar-benar
memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan yang mengalokasikan 10% dari anggaran pemerintah daerah
untuk kesehatan. Untuk itu, upaya memobilisasi sumber-sumber
pembiayaan kesehatan dari berbagai sumber, baik pemerintah, non
pemerintah maupun masyarakat (swasta, filantropi, Coorporate Social
Responsibility, dan lain-lain) harus ditingkatkan. Kondisi ini
membutuhkan upaya advokasi yang intens baik di tingkat pusat maupun

provinsi/kabupaten/kota.
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI
Kementerian Kesehatan menjabarkan Visi Presiden 2020-2024
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian,
Berlandaskan Gotong Royong” di bidang kesehatan yaitu “Menciptakan
Manusia Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Visi Sekretariat Jenderal
selaras dengan visi Presiden dan visi Kementerian Kesehatan guna
mewujudkan tata Kelola program kesehatan yang professional, akuntabel,

transparan, efektif dan efisien.

B. MISI
Untuk mewujudkan visi tersebut, Sekretariat Jenderal mempunyai
misi sebagai berikut:
1. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
2. Menguatkan pengelolaan system informasi Kesehatan
3. Menguatkan regulasi pembangunan Kesehatan
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif
Misi Sekretariat Jenderal ini sejalan dan mendukung pelaksanaan misi

Presiden dan Kementerian Kesehatan.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, maka tujuan dan sasaran

strategis Sekretariat Jenderal adalah:

NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS
1 Meningkatkan sumber daya 1. Terjaminnya pembiayaan
kesehatan kesehatan

2. Meningkatnya kompetensi asn

kementerian kesehatan

2 Meningkatkan tata kelola 1. Meningkatnya sinergisme pusat
pemerintahan yang baik, dan daerah serta meningkatnya
bersih dan inovatif tata kelola pemerintahan yang

baik dan bersih.
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2. Meningkatkan sistem informasi
kesehatan untuk pengambilan
keputusan

3. Meningkatnya koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan
dan pemberian dukungan
manajemen Kementerian
Kesehatan

4. Penguatan pelaksanaan JKN

Pengelolaan sumber daya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik
di lingkungan Kementerian Kesehatan diharapkan mampu mewadahi
sekaligus memfasilitasi seluruh program kerja Kementerian Kesehatan dalam
rangka mencapai tujuan. Penyempurnaan berkelanjutan di bidang
pengelolaan sumber daya merupakan keharusan sebagai implementasi dari

transformasi kelembagaan Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024.
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Jenderal bertujuan untuk
mendukung arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan dalam
pelaksanaan pembangunan kesehatan tahun 2020-2024. Tujuan pembangunan
kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup
sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia
yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi ini akan tercapai apabila
penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat,
memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu,
secara adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan
tangguh.

Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan
nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat
melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan

perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan.

A. ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT JENDERAL
Arah kebijakan Sekretariat Jenderal sesuai dengan arah kebiijakan

Kementerian Kesehatan yaitu:

1. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan yang responsif dan
tangguh.

2. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju
konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas,
termasuk integrasi lintas program

Arah kebijakan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang

kesehatan yakni meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan

kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary
health care) dan mendorong peningkatan upaya upaya promotif dan preventif,

didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.
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B. STRATEGI SEKRETARIAT JENDERAL
Sebagaimana telah ditetapkan di Bab II, bahwa Sekretariat Jenderal
telah menetapkan dua (2) tujuan strategis, yang dijabarkan menjadi enam (6)
sasaran strategis, dalam menjalankan pembangunan kesehatan 2020 —2024.
Keenam sasaran strategis tersebut adalah:
1. Terjaminnya pembiayaan kesehatan
Strategi dalam pencapaian sasaran meliputi:
a) Mendorong peningkatan pembiayaan kesehatan dari komponen APBN,
khususnya terkait Upaya Kesehatan Masyarakat
b) Pemenuhan pembiayaan kesehatan untuk peserta Penerima Bantuan
Iuran (PBI) JKN
¢) Mendorong peningkatan pembiayaan kesehatan dari APBD minimal 10%
dari APBD
d) Mendorong peningkatan pembiayaan kesehatan oleh swasta
e) pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan earmark
cukai dan pajak, kerjasama pemerintah dan swasta
f) peningkatan kapasitas dan kemandirian pembiayaan fasilitas
kesehatan milik pemerintah
2. Meningkatnya kompetensi ASN Kementerian Kesehatan
Strategi dalam pencapaian sasaran meliputi:
a) Mendorong ketersediaan anggaran pendidikan dan pelatihan yang
memadasi untuk ASN Kementerian Kesehatan
b) Mendorong tallent pool untuk sebagai dasar dasar pengembangan ASN
Kementerian Kesehatan.
c¢) Mendorong penerapan reawrd dan punisment berdasarkan penilaian
kinerja pegawai.
3. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih
Strategi dalam pencapaian sasaran meliputi:
a) Pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota
b) Pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah
kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan
SPM Bidang Kesehatan
c) Integrasi, interoperabilitas, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi

kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem single entry
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d) Penguatan manajemen kesehatan di Kabupaten/Kota dalam kerangka

otonomi pembangunan kesehatan

e) Mendorong sinergisme perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota

f)

Mendorong penerapan revolusi mental dan reformasi birokrasi;

g) Mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah;

h) Meningkatkan pendekatan manajemen berbasis kinerja

4. Meningkatnya sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Strategi dalam pencapaian sasaran meliputi:

a)

b)

<)

d)

Mengembangkan dashboard sistem informasi pembangunan kesehatan
yang real time

Meningkatkan integrasi, interoperabilitas dan pemanfaatan data rutin
Mendorong integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi
kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem single entry
inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data

termasuk big data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan

5. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian

dukungan manajemen Kementerian Kesehatan

Strategi dalam pencapaian sasaran meliputi:

a) Mendorong peningkatan pengelolaan asset Kementerian Kesehatan

b) Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran program

Kesehatan

c) Mendorong penguatan fungsi organisasi dan tata laksana

Kementerian Kesehatan

a. Meningkatkan kualiats laporam keuangan Kementerian Kesehatan

d) pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah

provinsi dan kabupaten/kota

e) pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki

masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan

mendorong pemenuhan SPM Kesehatan

f) peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan

preventif berbasis bukti

. Penguatan pelaksanaan JKN
Difokuskan pada peningkatan efektivitas JKN didukung termasuk
perbaikan tarif fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan dalam

program JKN, pengembangan mekanisme cost-sharing, penguatan Health

Technology Assessment (HTA), dewan pertimbangan klinis, dan kendali

mutu dan kendali biaya, integrasi data JKN dengan system informasi
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kesehatan dan pemanfaatan data pelayanan BPJS kesehatan untuk

penyusunan kebijakan bagi para pemangku kepentingan.

Sasaran Strategis tersebut dijabarkan melalui 2 sasaran program di Sekretariat

Jenderal yang akan dicapai sampai dengan tahun 2024 yaitu:

1.

Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan

Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian

dukungan manajemen Kementerian Kesehatan memiliki 5 Indikator

Kinerja Program (IKP) yaitu:

1)

2)

3)

Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Sekreatriat Jenderal

Definisi Operasional:

Hasil penilaian mandiri terkait pelaksanaan 8 area perubahan pada
Reformasi Birokrasi di lingkup Sekretariat Jenderal.

Cara Perhitungan:

(N/36,30) x100%

Hasil PMPRB di lingkup Sekretariat Jenderal dibagi nilai maksimal
unit eselon I dikali 100%

Dukungan Pusat dalam Penguatan Manajemen Bidang Kesehatan

Definisi Operasional :

Jumlah dukungan Pusat dalam bentuk norma, standar, prosedur
dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atau
Menteri Kesehatan dalam rangka penguatan manajemen bidang
kesehatan.

Cara Perhitungan :

Menghitung jumlah absolut NSPK yang ditetapkan oleh Sekretaris
Jenderal atau Menteri Kesehatan.
Persentase provinsi yang mendapatkan penguatan dalam
penyelenggaraan SPM  Bidang  Kesehatan  provinsi dan
kabupaten/kota sebesar 100%.

Definisi Operasional :

1. Jumlah provinsi yang mendapatkan pendampingan, pembinaan
dan pengawasan dalam pelaksanaan penerapan SPM Bidang
Kesehatan Provinsi. Penguatan terwujud dalam bentuk provinsi
mampu melakukan perencanaan kegiatan dalam rangka

pelaskanaan penerapan SPM Provinsi (2 jenis layanan) yang



4)
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terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
daerah Provinsi (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, dan RKA Dinas
Kesehatan Provinsi (pembiayaan APBD Provinsi).

Provinsi melaporkan pelaksanaan penerapan standar pelayanan
minimal Provinsi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir (berupa hasil, kendala, dan ketersediaan
anggaran).

Provinsi melaksanakan  pembinaan dan  pengawasan

pelaksanaan penerapan SPM Bidang Kesehatan Kab/Kota

Cara Perhitungan:

1.

Jumlah Provinsi yang mendapatkan penguatan dalam
penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan Provinsi dibagi 34
Provinsi dikalikan 100%

Jumlah Provinsi yang telah melaksanakan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan Kab/Kota
dibagi 34 Provinsi dikalikan 100%

Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam

APBD yang sesuai dengan prioritas nasional di bidang kesehatan
sebesar 100%.

Definisi Operasional:

1.

Provinsi mengalokasikan anggaran APBD (Murni-DAK) untuk
mendukung Program Prioritas Nasional pada masing-masing
Kegiatan Prioritas yang ditetapkan setiap tahunnya dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD Provinsi

Kababupaten/kota dalam wilayah provinsi yang mengalokasikan
anggaran APBD (Murni-DAK) untuk mendukung Program
Prioritas Nasional pada masing-masing Kegiatan Prioritas yang
ditetapkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) dan APBD kabupaten/kota

Cara Perhitungan:

1.

Jumlah Provinsi yang mengalokasikan anggaran APBD (Murni-
DAK) untuk mendukung progran nasional 20% dari jumlah
jenis kegiatan prioritas dibagi 34 Provinsi dikali 100%

Jumlah Kab/Kota dalam wilayah Provinsi yang mengalokasikan
anggaran APBD (Murni-DAK) untuk mendukung program
nasional 20% dari jumlah jenis kegiatan prioritas dibagi 34
Provinsi dikali 100%
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5) Jumlah bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan
kesehatan dan jaminan kesehatan sebanyak 10 bahan kebijakan
(kumulatif)

Definisi Operasional:

Bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan
jaminan kesehatan adalah hasil penelaahan data/ hasil kajian/
rancangan regulasi/ regulasi yang yang dihasilkan

Cara Perhitungan:

Jumlah dokumen hasil penelaahan data/ hasil kajian/ rancangan
regulasi/ regulasi yang dihasilkan dalam rangka pengembangan
pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan yang dihasilkan
setiap tahunnya.

Terselenggaranya penguatan Jaminan Kesehatan Nasional.

Indikator kinerja Program dari sasaran terselenggaranya
Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional ada 1 yaitu jumlah penduduk
yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan
Kesehatan Nasional dengan Definisi Operasional Penerima Bantuan
Iuran (PBI) adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya
dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN untuk menjadi peserta
BPJS Kesehatan. Peserta PBI ditetapkan oleh Kementerian Sosial serta
diatur melalui regulasi yang berlaku. Cara perhitungannya sebagai

berikut:

Jumlah PBI yang terdaftar dan yang dibayarkan
kapitasinya oleh BPJS Kesehatan ke Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)

Secara lebih terperinci mengenai program, sasaran, indikator, cara
perhitungan, dan target tiap tahunnya dapat dilihat pada tabel di bawah

ini:
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Tabel 2.

Program/Kegiatan, Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan

(Output)/Indikator dan Target Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun

2020-2024

NO

Program /Kegiatan

Sasaran Prog
(Outcome)/
sasaran kegiatan

(output) /Indikator

Target

2020

2021

2022

2023

2024

Dukungan

Manajemen

Meningkatnya
koordinasi
pelaksanaan
tugas,
pembinaan, dan
pemberian
dukman

Kemenkes

Nilai Reformasi
Birokrasi

Kemenkes

78,06

78,69

79,32

79,95

80,58

Dukungan Pusat
dalam penguatan
manajemen

kesehatan

(2%

(4 %)

(6%

(8%

(10°%)

Persentase
provinsi yang
mendapatkan
penguatan dalam
penyelenggaraan
SPM Bidang
Kesehatan
provinsi dan

kabupaten/kota

20

40

60

80

100

Persentase
provinsi dengan
anggaran

kesehatan daerah

20

40

60

80

100
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dalam APBD
yang sesuai
dengan prioritas
nasional di

bidang kesehatan

Jumlah bahan
kebijakan teknis
pengembangan
pembiayaan
kesehatan dan
jaminan

kesehatan

(2%

(4 %)

(6%

(8%

(105

2 | Penguatan
Pelaksanaan
Jaminan
Kesehatan

Nasional

Terselenggaranya
Penguatan
Jaminan
Kesehatan

Nasional

Jumlah
Penduduk yang
menjadi peserta
Penerima
Bantuan Iuran
(PBI) melalui
Jaminan
Kesehatan

Nasional (JKN)

96,8

108,6

110,0

111,4

112,9

Catatan : Target per tahun mengacu pada Dokumen Renstra Kementerian

Kesehatan. Target disesuaikan dapat per tahun sesuai kesepakatan tiga

pihak.

Sumber : Lampiran Renstra (Matriks DO dan Cara perhitungan)

Target sebagai ukuran keberhasilan yang akan dicapai Sekretariat

Jenderal akhir tahun Renstra 2020-2024 pada tahun 2024 adalah:

1) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan sebesar 80,58

2) Dukungan Pusat dalam Penguatan Manajemen Bidang Kesehatan

sebanyak 10 (kumulatif)
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3) Persentase provinsi yang mendapatkan penguatan dalam
penyelenggaraan SPM  Bidang Kesehatan  provinsi dan
kabupaten/kota sebanyak 100 %

4) Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam
APBD yang sesuai dengan prioritas nasional di bidang Kesehatan
sebanyuak 100%

5) Jumlah bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan
kesehatan dan jaminan Kesehatan sebanyak 10 bahan kebijakan
(kumulatif)

6) Jumlah Penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran
(PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 112,9

juta jiwa.

C. KERANGKA REGULASI SEKRETARIAT JENDERAL

Kerangka regulasi digunakan untuk: 1) mengarahkan proses perencanaan
pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan program
pemerintahan dan pembangunan bidang kesehatan, 2) meningkatkan kualitas
peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian
prioritas pembangunan kesehatan, dan 3) meningkatkan efisiensi
pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-
undangan bidang kesehatan.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat
Jenderal Kementerian Kesehatan dapat berjalan dengan optimal, selain di
dukung oleh kerangka pendanaan, juga perlu didukung dengan kerangka
regulasi dan kelembagaan yang sesuai dengan tantangan global, regional dan
nasional yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Regulasi antara
lain dalam bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, Rancangan Peraturan/Keputusan Presiden, Rancangan
Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan serta produk hukum lain.
Beberapa kebutuhan regulasi yang dibutuhkan antara lain:

1. Regulasi terkait Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan yang mampu
mendukung tercapainya Sasaran Pokok RPJMN 2020-2024 Bidang
Kesehatan dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kesehatan 2020-
2024

2. Regulasi yang mendorong peningkatan efektivitas litbangkes dan sistem
informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

3. Regulasi dalam bentuk RPP/RPerpres/RInpres meliputi:
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. RPP tentang Pembiayaan Kesehatan

. RPP tentang PNBP

o ®

RPP tentang Pengujian Kesehatan Bagi Aparatur Sipil Negara

a o

. RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kesehatan

o

RPerpres tentang Kementerian Kesehatan

h

RPerpres tentang perubahan ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018

tentang Jaminan Kesehatan

D. KERANGKA KELEMBAGAAN SEKRETARIAT JENDERAL

Kerangka kelembagaan dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan

fungsi Sekretariat Jenderal sesuai pemetaan terhadap peran, kewenangan

dan tanggung jawab dalam organisasi Kementerian Kesehatan. Desain

organisasi yang dibentuk memperhatikan mandat konstitusi dan berbagai

peraturan perundang-undangan, perkembangan dan tantangan lingkungan

strategis di bidang pembangunan kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional

(SKN), pergeseran dalam wacana pengelolaan kepemerintahan (governance

issues), kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dan prinsip reformasi

birokrasi (penataan kelembagaan yag efektif dan efisien).

1)

2)

3)

4)

S)

Kerangka kelembagaan terdiri dari:
pemetaan posisi, peran, kewenangan, tanggung jawab dengan lintas
sektor/stake holder/masyarakat terkait,
sinkronisasi nomenklatur kelembagaan dengan program dan kegiatan
yang menjadi peran, kewenangan dan tanggung jawab Sekretariat
Jenderal, 3) penyusunan proses bisnis yang akan menggambarkan alur
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yang efektif dan
efisien,
penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan spesifikasi
jabatan untuk mendapatkan satuan kerja yang tepat ukuran dan tepat
dijalankan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional,
penguatan fungsi pengaturan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder
terkait dalam menjalankan peran, kewenangan dan tanggungjawabnya
masing-masing,
penguatan pembinaan berupa advokasi, koordinasi, koordinasi,
kemitraaan, bimbingan teknis, pemberdayaan dan lain lain untuk
mensinergikan seluruh program dan kegiatan yang dilakukan oleh

masing-masing stake holder terkait,



7)

8)
9)
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penguatan pengawasan untuk memastikan tercapaianya sasaran dan
tujuan pembangunan nasional,

penguatan peningkatan akses, pelayanan yang berkualitas, seta
perluasan cakupan pelayanan kesehatatan, terutama pelayanan
kesehatan dasar melalui upaya promotive dan preventif yang inovatif dan
berbasis teknologi informasi,

penguatan program terkait pembentukan SDM yang unggul,

penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

1.

Program Dukungan Manajemen
Uraian Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja

Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Progam Dukungan

Manajemen adalah sebagai berikut:

Sasaran Program adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaan, dan pemberian dukungan manajemen Kementerian

Kesehatan.

Indikator pencapaian sasaran adalah:

a) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 80,58.

b) Dukungan pusat dalam penguatan manajemen bidang kesehatan
sebanyak 10.

c) Persentase provinsi yang mendapatkan penguatan dalam
penyelenggaraan SPM  Bidang Kesehatan  provinsi dan
kabupaten/kota sebesar 100%.

d) Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam
APBD yang sesuai dengan prioritas nasional di bidang kesehatan
sebesar 100%.

e) Jumlah bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan

kesehatan dan jaminan kesehatan sebanyak 10 bahan kebijakan.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan
dilakukan adalah:
1) Perumusan produk hukum dan organisasi
Sasaran kegiatan ini adalah peningkatan produk hukum dan
organisasi yang berkualitas. Indikator pencapaian sasaran tersebut
adalah:
a) Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum
lain bidang kesehatan yang disusun sebanyak 625.
b) Jumlah produk penataan organisasi dan tatalaksana serta
fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian

Kesehatan sebanyak 90.



2)

3)

4)

d)
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Jumlah permasalahan dan kasus hukum yang tertangani
serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan
sebanyak 882

Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Sekretariat Jenderal
adalah 84% di akhir tahun 2024

Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Sasaran kegiatan ini adalah terwujudnya penataan ASN

Kementerian Kesehatan sesuai kompetensi jabatan.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

a)

b)

0

Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator,
dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan
yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar sebesar
87%.

Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang
menduduki Jabatan Fungsional sesuai dengan
kompetensinya sebesar 75%.

Tingkat Kepuasan terhadap layanan kepegawaian sebesar 4,4.

Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik

Negara.

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pengelolaan

keuangan dan barang milik negara (BMN) serta pelaksanaan

pengadaan Barang/Jasa Kementerian Kesehatan secara efektif,

efisien, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

a)

b)

)

d)

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:
Persentase ketepatan waktu penyampaian Rekonsiliasi
Laporan Keuangan Satuan Kerja sebesar 100%.
Persentase Capaian Realisasi Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa sebesar 98%.
Persentase jumlah satker kantor Pusat dan Kantor Daerah
dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
>= 80 sebesar 100%.
Persentase nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah
mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status

Penggunaan (SK PSP) sesuai ketentuan sebesar 100%

Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas perencanaan

penganggaran dan evaluasi program Kesehatan.



5)

6)

7)
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Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

a) Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan sebesar 95.

b) Persentase provinsi yang mendapatkan penguatan dalam
penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan provinsi dan
kabupaten/kota sebesar 100%

c) Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam
APBD yang sesuai dengan prioritas nasional di bidang kesehatan
sebesar 100%.

Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan dan

pengelolaan ketatausahaan kementerian dalam mendukung

terciptanya good governance.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

a) Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU
Pimpinan dan Protokol sebesar 90%.

b) Jumlah Satuan Kerja yang telah melaksanakan Self
Assessment Gerakan Kantor Berbudaya, Hijau, dan Sehat
(BERHIAS) sebanyak 132 satker (kumulatif)

c¢) Jumlah Satuan Kerja yang melaksanakan Gerakan Nasional
Sadar Tertib Arsip (GNSTA) sebanyak 176 satker (kumulatif)

d) Jumlah Satker yang menggunakan aplikasi E-Monev Belanja
Pegawai Kementerian Kesehatan sebanyak 220 satker
(kumulatif)

Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pengelolaan data dan

informasi kesehatan

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

a) Jumlah sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dalam
Aplikasi Satu Data Kesehatan (ASDK) sebanyak 100.

b) Persentase indikator pembangunan kesehatan yang diukur
dengan data rutin sebesar 30%

Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya peran aktif Indonesia

dalam kerja sama luar negeri bidang kesehatan

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

a) Jumlah Perjanjian Kerja Sama Bilateral Bidang Kesehatan

yang ditandatangani sebanyak 21 perjanjian.



8)

9)

10)

-26 -

b) Jumlah prakarsa Indonesia yang menjadi hasil Pertemuan
Regional dan Multilateral Bidang Kesehatan sebanyak 29 hasil
pertemuan

Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji

Sasaran kegiatan ini adalah Jemaah haji yang mendapatkan

pelayanan kesehatan haji dengan indeks kepuasan minimal baik.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

a) Indeks Kepuasan Jemaah haji terhadap pelayanan kesehatan
Haji di Arab Saudi minimal baik (pada saat operasional haji)
adalah baik

b) Seluruh jemaah haji mendapatkan pelayanan kesehatan
sebanyak 100 % (sesuai jumlah kuota jemaah haji yang
ditetapkan pada tahun berjalan)

c) Persentase jemaah haji memperoleh pengukuran kebugaran
jasmani sebelum keberangkatan sebesar 80%

d) Persentase Jemaah haji memperoleh perlindungan atau
proteksi terhadap penyakit meningitis meningokokus sebelum
keberangkatan sebesar 100%

Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pengelolaan

komunikasi dan pelayanan masyarakat.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

a) Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang
disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media
sebanyak 379.000 publikasi

b) Jumlah layanan informasi Publik (permohonan informasi dan
pengaduan masyarakat) yang diselesaikan sebanyak 98.750
layanan

c) Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam
pelaksanaan standar interaksi pelayanan sebanyak 167 UPT

Pengelolaan Krisis Kesehatan

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya upaya pengelolaan

krisis kesehatan di daerah

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

a) Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ditingkatkan

kapasitasnya dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
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sebanyak 284 lokasi yang terdiri dari 34 provinsi dan 250
kabupaten/kota.

b) Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim
dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan sebanyak 175
lokasi

11) Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan registrasi

dan  penyelenggaran  standardisasi pendidikan  profesi,

pembinaan, serta penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter
dan dokter gigi.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

a) Jumlah penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin
Dokter dan Dokter Gigi yang terselesaikan sebanyak 223
kasus

b) Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi
yang diterbitkan sebanyak 255.000

c¢) Jumlah Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi
yang disahkan sebanyak 45 standar

12) Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan

Sasaran kegiatan ini adalah rancangan kebijakan pembangunan

kesehatan berdasarkan Analisis Determinan Kesehatan. Hasil

rancangan kebijakan kesehatan yang disusun terkait berbagai isu
yang berhubungan dengan politik kesehatan, ekonomi kesehatan,
perilaku kesehatan dan kesehatan inteligensia. Setiap tahunnya
akan disusun 4 (empat) rancangan kebijakan determinan
pembangunan kesehatan. Indikator pencapaian sasaran tersebut
adalah jumlah rancangan kebijakan determinan pembangunan
kesehatan yang dihasilkan sebanyak 20 rancangan kebijakan.

13) Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Sasaran kegiatan ini adalah dihasilkannya bahan kebijakan teknis

pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

a) Jumlah kajian penilaian teknologi kesehatan yang dihasilkan
sebanyak 10 dokumen.

b) Jumlah kajian National Health Account (NHA) yang dihasilkan

sebanyak 5 dokumen.
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c) Jumlah kajian kebijakan teknis pembiayaan kesehatan
termasuk sumber pembiayaan yang baru, serta kebijakan
kemitraan dan peran swasta dan masyarakat dalam pembiayaan
pembangunan kesehatan sebanyak 5 dokumen.

d) Jumlah bahan dukungan teknis pembiayaan kesehatan dan
jaminan kesehatan sebanyak 20 dokumen.

e) Jumlah advokasi dan sosialisasi pembiayaan kesehatan
sebanyak 50 kali.

2. Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional
Sasaran Program ini adalah terselenggaranya penguatan Jaminan
Kesehatan Nasional.

Indikator tercapainya sasaran adalah Jumlah penduduk yang menjadi
peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) sebanyak 112,9 juta jiwa.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan
dilakukan adalah Pembiayaan JKN/KIS. Sasaran kegiatan ini adalah
terlaksananya pembayaran iuran PBI JKN. Indikator pencapaian sasaran
tersebut adalah jumlah dokumen pembayaran iuran PBI JKN sebanyak

5 dokumen

B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan meliputi peningkatan pendanaan dan efektivitas
pendanaan untuk mendukung tercapainya sasaran program yang tertuang
dalam RAP Sekretariat Jenderal 2020-2024. Peningkatan pendanaan
kesehatan dilakukan melalui peningkatan proporsi anggaran kesehatan
secara signifikan sehingga mencapai 5% dari APBN pada tahun 2020.
Peningkatan pendanaan kesehatan juga melalui dukungan dana dari
Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat serta sumber dari tarif/pajak
maupun cukai. Guna meningkatkan efektivitas pendanaan pembangunan
kesehatan maka perlu mengefektifkan peran dan kewenangan Pusat-
Daerah, sinergitas pelaksanaan pembangunan kesehatan Pusat-Daerah,
sinergitas pelaksanaan pembangunan kesehatan pusat-daerah dan
pengelolaan DAK yang lebih tepat sasaran.

Sumber pendanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya dalam kurun waktu 5 tahun mendatang bersumber
dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional
Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta
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sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
(KPBU) dan Corporate Social Responsibility (CSR). Pendanaan bersumber
PHLN akan dilakukan secara selektif dan dilakukan hanya untuk mencapai

target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
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MATRIKS KERANGKA REGULASI SEKRETARIAT JENDERAL

Pengujian Kesehatan bagi
Aparatur Sipil Negara

karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat

ini dan menyesuaikan dengan aturan

perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Arah Kerangka Regulasi Unit
Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Unit Target
No dan/atau Kebutuhan ) o y . Penanggung ) . )
Regulasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian jawab Tekait/Institusi | Penyelesaian
RUU, RPP, PERPRES, INPRES
1 Rancangan Peraturan Rancangan Peraturan Perundang-undangan | Biro Kementerian 2020 - 2024
Perundang-undangan tentang PNBP merupakan rancangan peraturan | Keuangan Keuangan
tentang PNBP untuk mengatur pengelolaan PNBP yang | dan BMN
meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pertanggungjawaban dan pengawasan
Adanya Peraturan Perundang-undangan
tentang PNBP diharapkan pengelolaan PNBP di
lingkungan Kementerian Kesehatan dapat lebih
akuntabel dan transparan serta dapat
mendorong PNBP yang lebih optimal dalam
memperkuat kualitas layanan kesehatan
2 Rancangan Peraturan 1. RPP Pengujian Kesehatan bagi ASN yang | Biro tidak ada 2024
Pemerintah tentang akan disusun mencabut PP No. 26 tahun 1977 | Kepegawaian
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2. Dengan adanya regulasi ini maka

memudahkan Kementerian /Lembaga dalam
pelaksanaan pengujian kesehatan bagi ASN

yang bermasalah dengan kesehatannya.

Rancangan Peraturan Merupakan amanat UU Nomor 36 Tahun 2009 | PPK - Kemenkeu 2021-2022
Pemerintah tentang tentang  Kesehatan, terkait = pengelolaan — Bappenas
Pembiayaan Kesehatan kesehatan yang salah satunya pembiayaan - Kemendagri
kesehatan - BPS
Rancangan Peraturan R.Perpres ini konsisten dengan Perpres tentang | Biro Hukum | Kementerian 2020
Presiden tentang Kementerian dan Lembaga yang diterbitkan oleh | dan PAN dan RB
Kementerian Kesehatan Kementerian PAN dan RB, dan R.Kepmenkes | Organisasi
Proses Bisnis Kementerian Kesehatan
Rancangan Peraturan RPerpres ini merubah konsep kebutuhan dasar | PPJK, Kemenko PMK, | 2020 - 2021
Presiden tentang kesehatan, kebijakan single tarif, dan kelas | Yankes BPJS
Perubahan Ketiga atas standar sesuai dengan UU Nomor 40 tahun 2004 Kesehatan,
Peraturan Presiden Nomor | tentang Jaminan Kesehatan Kementerian
82 Tahun 2018 tentang keuangan
Jaminan Kesehatan
R. PERMENKES
R. Permenkes tentang UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan | Biro Kementerian 2020-2024
Petunjuk Tenis Negara, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang | Perencanaan| Dalam Negeri,

Penggunaan Dana Alokasi

Sistem Perencanaan Pembangunan, UU Nomor
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Khusus Non Fisik Bidang

Kesehatan

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan, PP Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran dan
Permenkeu Nomor 50 Tahun 2017 tentang Dana

Transfer Daerah dan Desa.

dan

Anggaran

Kementerian

Keuangan

R. Permenkes tentang
Petunjuk Operasional
Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Fisik Bidang

Kesehatan

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan, UU Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan, PP Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP

Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi

Biro
Perencanaa
n dan

Anggaran

Kementerian
Dalam  Negeri,
Kementerian

Keuangan

2020-2024
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Proses Perencanaan dan Penganggaran dan
Permenkeu Nomor 50 Tahun 2017 tentang Dana

Transfer Daerah dan Desa

R. Permenkes tentang
Pedoman Penggunaan
Dana Dekonsentrasi

Kementerian Kesehatan

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan, UU Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan, PP Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran dan
Permenkeu Nomor 50 Tahun 2017 tentang Dana

Transfer Daerah dan Desa

Biro
Perencanaa
n dan

Anggaran

Kementerian
Dalam  Negeri,
Kementerian

Keuangan

2020-2024

R. Permenkes tentang
Pedoman Penggunaan
Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau (DBH
HCT)

Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi,
efektivitas, dan akuntabilitas penganggaran,
pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan,
pedoman penggunaan, dan pemantauan serta

evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa,

Biro
Perencanaa
n dan

Anggaran

Kementerian
Dalam  Negeri,
Kementerian

Keuangan

2022
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perlu mengatur penggunaan DBH HCT Bidang
Kesehatan oleh Pemerintah Daerah merujuk
pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, UU Nomor 33 Tahun 2002
tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara
Pemerintah Pusat, UU Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Permenkeu
No 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana

Transfer Daerah dan Desa

R. Permenkes Revisi
Nomor 48 Tahun 2017
tentang Pedoman
Perencanaan dan
Penganggaran Bidang

Kesehatan

Prioritas program kesehatan RPJMN dan
Renstra Kemenkes kinerja indikatornya sangat
tergantung pada kinerja daerah dalam
melaksanakan program kesehatan.
Keterbatasan rentang kendali dan sumberdaya
Kemenkes untuk melaksanakan pembinaan
teknis bidang kesehatan kepada seluruh wilayah
Indonesia. Perlu penguatan Dinas Kesehatan
Provinsi perangkat Gubernur wakil pemerintah
pusat (wakil Kemenkes) dalam bimwasdal
program kesehatan kab/kota dalam wilayah

provinsi. Sehingga perlu melakukan revisi

Biro
Perencanaa
n dan

Anggaran

Kementerian
Dalam  Negeri,
BAPENNAS

2022
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Permenkes 48 Tahun 2017 tentang Pedoman
Perencanaan dan  Penganggaran  Bidang
Kesehatan, dengan mengintegrasikan fungsi
perencanaan, penganggaran, pembinaan,
pengawasan, pengendalian, monitoring,
pengendalian dan evaluasi kinerja anggaran
dalam satu regulasi guna optimalitas tata kelola
pembangunan kesehatan 2020-2024. Merujuk
UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang GWPP.

R. Permenkes tentang
Panduan Perencanaan
dan Penganggaran
Responsif Gender
(Panduan PPRG) Bidang

Kesehatan

Amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan merujuk UU Nomor 7 Tahun 1984
tentang Pengesahan Konvensi Mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi

Terhadap  Wanita (Convention on  The

Biro
Perencanaan
dan

Anggaran

Kementerian
Dalam  Negeri,
BAPENNAS,
PPPA

2020-2024
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Elimination of All Forms of Discrimination

Against Women)

R. Permenkes tentang UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang | Pusat Krisis | Badan Nasional | 2020-2024
Pedoman Penilaian Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 2 | Kesehatan Penanggulanga
Kebutuhan Paska Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal n Bencana
Bencana/Krisis kesehatan | sehingga perlu didukung dengan turunannya di
bid kesehatan untuk Penilaian Paska
bencana/krisis kesehatan
R. Permenkes Revisi Dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 82 | PPJK Kementerian 2020-2021
Permenkes Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Dalam negeri,
Tahun 2016 tentang diperlukan penyesuaian informasi pengelolaan Kementerian
Penggunaan Dana dana kapitasi Keuangan,
Kapitasi JKN untuk Jasa Organisasi
Pelayanan Kesehatan dan Profesi, @ BPJS
Dukungan Biaya Kesehatan,
Operasional pada FKTP Stakeholder
milik Pemerintah Daerah terkait
R. Permenkes tentang Amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang | PPJK, PKP, | Organisasi 2020
Nomor 52 Tahun 2016 Jaminan Kesehatan terkait penyesuaian tarif | PKR Profesi, @ BPJS
Standar Tarif Pelayanan yang dilaksanakan minimal 2 tahun sekali Kesehatan,
Kesehatan dalam Stakeholder

terkait
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Penyelenggaraan Program

Jaminan Kesehatan

10 | R. Permenkes Revisi Amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang | PPJK Organisasi 2020-2021
Permenkes tentang Nomor | Jaminan  Kesehatan  terkait pengaturan Profesi, BPJS
76 Tahun 2016 tentang pemberian layanan kesehatan di RS Kesehatan,
Pedoman INA CBG dalam Stakeholder
Pelaksanaan JKN terkait

11 | R. Permenkes Revisi Amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang | PPJK Organisasi 2021
Permenkes Nomor 51 Jaminan  Kesehatan untuk  menetapkan Profesi, BPJS
Tahun 2017 tetang pelayanan kesehatan lain yang dijamin Kesehatan,
Pedoman Penilaian berdasarkan penilaian teknologi kesehatan Stakeholder
Teknologi Kesehatan dengan memperhitungkan kecukupan Juran terkait
(Health Technology
Assessment) dalam
program JKN

12 | R. Permenkes Revisi Konsisten terkait dengan UU Nomor 36 Tahun | PPJK Organisasi 2023
Permenkes Nomor 40 2009 tentang Kesehatan dan Perpres Nomor 75 Profesi, BPJS
Tahun 2018 tentang Tahun 2014 tentang Kesehatan,
Pedoman Pelaksanaan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Stakeholder
Kerjasama Pemerintah terkait

dengan Badan Usaha
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dalam Penyediaan

Infrastruktur Kesehatan

13 | R. Permenkes tentang Konsisten terhadap amanat UU Nomor 36 Tahun | PPJK - Kemenkeu | 2023
Pembiayaan Kesehatan 2009 tentang Kesehatan dan Sistem Kesehatan - Stakeholder
dari Sumber Pembiayaan | Nasional Subsistem Pembiayaan Kesehatan terkait
Baru
14 | R. Permenkes tentang Permenkes Nomor 39 Tahun 2015 tentang | Biro Kementerian 2021
Penyusunan Formasi ASN | Pedoman Penyusunan Formasi PNS sudah tidak | Kepegawaian| Hukum & HAM,
Kementerian Kesehatan sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang KemenPAN,
ASN. Karena dalam UU tersebut selain mengatur BKN
tentang penyusunan formasi PNS juga mengatur
penyusunan formasi PPPK
15 | R. Permenkes tentang Karena seleksi terbuka saat ini sudah mengacu | Biro KemenPAN, 2020-2021
Seleksi Terbuka Bagi JPT | pada Permenpan Nomor 15 Tahun 2019 | Kepegawaian| BKN, KASN
di Lingkungan Kemenkes | Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara
Terbuka dan Kompetitif dan Pengembangan
Aplikasi seleksi terbuka telah dikembangkan
untuk mempermudah pelaksanaan seleksi
terbuka
16 | R. Permenkes Revisi Regulasi ini merupakan turunan dari UU Nomor | Biro Umum | Kemenlu, 2020-2024
Permenkes Nomor 64 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Kemenkum
Tahun 2014 tentang Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, UU HAM
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Petunjuk Pelaksanaan
Keprotokolan di
lingkungan Kementerian

Kesehatan

Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan dan
beberapa regulasi lain yang terkait. Oleh karena
itu, dengan adanya PP Nomor 39 Tahun 2018
sebagai peraturan pelaksanaan UU Nomor 9
Tahun 2010, maka regulasi ini perlu

disesuaikan kembali.

17 | R. Permenkes Revisi Regulasi ini merupakan turunan dari Perka | Biro Umum | ANRI 2020-2021
Permenkes Nomor 14 ANRI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman
Tahun 2017 tentang Tata | Tata Naskah Dinas, regulasi ini dibuat dalam
Naskah Dinas di rangka rencana perubahan SOTK yang
lingkungan Kementerian berimplikasi pada perubahan Tata Naskah
Kesehatan Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan
18 | R. Permenkes Revisi Regulasi ini telah menggunakan UU Nomor 14 | Biro Umum | ANRI 2020-2021
Permenkes Nomor 77 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Tahun 2016 tentang Publik, UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Sistem Klasifikasi Kearsipan, PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Keamanan dan Akses Peraturan Pelaksana UU Nomor 43 Tahun 2009
Arsip dan Perka ANRI Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Pembuatan Sistem Klasifikasi Arsip dan Akses
Arsip Dinamis sebagai Dasar Penyusunan.
19 | R. Permenkes Revisi Konsisten karena turunan dari UUNomor 43 | Biro Umum | ANRI 2021

Permenkes Nomor 21

Tahun 2009 tentang Kearsipan, PP Nomor 28
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Tahun 2018 tentang
Pedoman Tata Kearsipan
Dinamis di Lingkungan

Kementerian Kesehatan

Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang
Kearsipan, dan Peraturan Kepala Arsip Nasional
RI Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman
Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan

Dokumen / Arsip Vital Negara.

20 | R. Permenkes Revisi Regulasi ini berdasarkan pada UU Nomor 17 | Biro Umum | 1. Kementerian | 2020
Permenkes Nomor 26 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP Keuangan
Tahun 2016 tentang Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 2. Kementerian
Pedoman Pengelolaan Alat | Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perhubungan
Angkutan Darat Bermotor | Negara, PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Dinas Operasional di Pengelolaan BMN, Perpres Nomor 16 Tahun
Lingkungan Kementerian | 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Kesehatan Pemerintah
21 | RPermenkes tentang Merupakan pendukung pelaksanaan | Pusat Data | Kementerian 2020-2021
Penyelenggaran Inovasi pengawasan inovasi kesehatan  berbasis | dan Komunikasi dan
Pelayanan Kesehatan elektronik (digital) yang tersebar di masyarakat. | Informasi Informatika
Berbasis Elektronik
22 | R. Permenkes tentang Merupakan NSPK dalam mendukung | Pusat Data | Bappenas, 2020-2021
Penyelenggaraan Satu mendukung pelaksanaan koordinasi, integrasi, | dan Kementerian
Data Kesehatan Informasi Dalam Negeri
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dan sinkronisasi sistem informasi kesehatan

untuk mendukung penguatan Data Kesehatan.

23 | R. Permenkes tentang Merupakan Rencana Aksi pelaksanaan Renstra | Pusat Data | KemenPANRB 2021
Peta Jalan Sistem Kementerian Kesehatan dan dan
Informasi Kesehatan Informasi Kemenkominfo
Tahun 2020-2024
24 | R. Permenkes Merupakan NSPK dalam mendukung fokus | Pusat Data | Kemenkominfo |2022
Standarisasi Integrasi pembangunan dan
Sistem Informasi Informasi
25 | E-office (emonev, Merupakan NSPK untuk mendukung | Pusat Data | KemenPANRB 2021
eperjadin, epdln, esign, pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan | dan
efs) sinkronisasi sistem informasi administrasi | Informasi
perkantoran dengan single entry
26 | Sistem Informasi Penguatan Sistem Informasi Puskesmas dan | Pusat Data | Kementerian 2024
Puskesmas (SIP) Integrasi data dan informasi baik Pusat maupun | dan Dalam Negeri
Daerah yang merupakan turunan dari PP SIK | Informasi,
terkait penyelenggaraan sistem informasi di| PKP
fasilitas pelayanan kesehatan
27 | R. Permenkes tentang Merupakan tindaklanjut dari Perpres Nomor 16 | Biro LKPP 2020-2021
Pengadaan Barang dan Tahun 2018 tentang PBJ Pemerintah Keuangan

dan BMN
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Jasa di Lingkungan

Kementerian Kesehatan

28 | R. Permenkes tentang Merupakan Perlembaga LKPP Nomor 12 Tahun | Biro LKPP 2020-2021
Pengadaan Barang dan 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang | Keuangan
Jasa di BLU Kementerian | dikecualikan dan BMN
Kesehatan
29 | R. Permenkes tentang Penyesuaian kerjasama dengan negara/lembaga | Biro Kementerian 2022
Revisi Hibah Luar Negeri | asing terkait dengan hibah luar negeri| Keuangan Keuangan
untuk Uang Barang dan barang/jasa dan BMN
Jasa
30 | R. Permenkes tentang UUD 1945, UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang | Biro BNPB 2021
Pedoman Komunikasi Penanggulangan Bencana, UU Nomor 14 Tahun | Komunikasi
Risiko Bidang Kesehatan | 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU | dan
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, | Pelayanan
Rekomendasi JEE 2017 IHR 2005, Inpres Nomor | Masyarakat

9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi
Publik, 4 Tahun 2019,

Kepmenkes/Permenkes menjadikan

Inpres  Nomor

yang

komunikasi risiko sebagai bagian dari

penanganan bencana/krisis/kedaruratan

kesehatan masyarakat
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31

R. Permenkes tentang
Sistem Informasi

Pelayanan Publik

1. PermenpanRB Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi
Pelayanan Publik Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4846);

3. Undang-undangan Nomor 25 Tahun 2009
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5357); 5. Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Biro
Komunikasi
dan
Pelayanan

Masyarakat

Kemenpan RB

2021
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;

6. Pemenuhan Dokumen Standar Pelayanan
(Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Stndar Pelayanan Publik)

7. Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian

Kesehatan

32

R. Permenkes Revisi
Permenkes Nomor 81
Tahun 2015 tentang
Pedoman Umum
Kehumasan Bidang

Kesehatan

1. PermenpanRB Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi
Pelayanan Publik Nasional;

2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4846);

3. UU Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 5S038);

4. PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Biro
Komunikasi
dan
Pelayanan

Masyarakat

Kemenkominfo,

KemenPAN RB

2020-2021
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Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5357).

33

R.Permenkes/Kepmenkes
tentang Pedoman
Pemanfaatan Hasil Kajian
Kebijakan untuk
Perumusan Kebijakan

Pembangunan Kesehatan

1. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1508);

3. Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

4. Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

5. Perpres Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

Pusat
Analisis
Determinan

Kesehatan

LAN RI

2020-2021




- 46 -

6. Perpres Nomor 129 Tahun 2018 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);

7. Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah
diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

8. Kepmenkes Nomor
HK.01.07/Menkes/422/2017 tentang Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 -
2019 (RevisiI - 2017);

9. Permenkes Nomor 60 Tahun 2016 tentang
tentang Pembinaan Jabatan  Fungsional
Kesehatan dan Non Kesehatan di Lingkungan

Kementerian Kesehatan;
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34

R. Permenkes tentang
Penyelenggaraan Wisata

Kesehatan

1. UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan;

2. UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan;

3. PP Nomor 67 Tahun 1996 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan;

4. Perpres Nomor 64 Tahun 2014 tentang

Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Kepariwisataan, sebagaimana
telah beberapa kali

14 Tahun 2018

diubah,terakhir dengan

Perpres Nomor tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi
Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan
Kepariwisataan;

5. Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional yang didalamnya tertuang 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas Nasional
6. Permenkes Nomor 76 Tahun 2015 tentang
Medis;

Pelayanan Wisata

7. Permenkes Nomor 8 Tahun 2014 tentang

Pusat
Analisis
Determinan

Kesehatan

1. Kementerian
Pariwisata

2. Kementerian
Pemuda dan
Olahraga

3. Kementerian
Riset, Teknologi
dan Pendidikan

Tinggi

2021
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Pelayanan Kesehatan SPA;
8. Kepmenpar Nomor KN.17/0T.001/MP/2018

tentang Tim Pelaksana Harian pada Tim

Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Kepariwisataan
Memperhatikan:

1. Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian
Kesehatan dan Kementerian Pariwisata nomor
HK.03.01/MENKES/147/2017 dan
NK.7/KS.001/MP/2017 tentang Pengembangan
Wisata Kesehatan;

2. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian
Kesehatan dan Kementerian Pariwisata Nomor:
HK.03.01/111/2912/2017 dan Nomor:
PK.151/KS.001/SESMEN/KEMPAR/2017
tentang Pelaksanaan Pengembangan Wisata
Kesehatan.

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/296/2018 tentang Tim
Gugus Tugas Pelaksanaan Pengembangan

Wisata Kesehatan.
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35 | R. Permenkes tentang Sesuai amanat PP Nomor 11 Tahun 2017 | Pusat Kemenpan RB 2021
Pembentukan Organisasi | tentang Manajemen PNS yang didalamnya | Analisis
Profesi Administrator termuat bahwa instansi pembina ditugaskan | Determinan
Kesehatan untuk memfasilitasi pembentukan Organisasi | Kesehatan
Profesi (OP), dimana PADK adalah instansi
pembina jabfung Adminkes.
36 | R. Permenkes tentang 1. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | Pusat LAN RI 2022
Standardisasi Kajian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun | Analisis
Analisis Kebijakan 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara | Determinan
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5063); | Kesehatan

2. Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1508);
3. Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2012 Nomor 193);
5. Perpres Nomor 35 Tahun 2015 tentang
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Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6. Perpres Nomor 129 Tahun 2018 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2018 Nomor 225);
7. Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah
diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia  Tahun 2018 Nomor 945);
8. Kepmenkes Nomor
HK.01.07/Menkes/422/2017 tentang Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 -
2019 (Revisi I - 2017);
9. Permenkes Nomor 60 Tahun 2016 tentang

tentang Pembinaan Jabatan  Fungsional
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Kesehatan dan Non Kesehatan di Lingkungan

Kementerian Kesehatan;

37 | R. Permenkes tentang Merevisi Permenkes Nomor 62 Tahun 2016 | Pusat Kementerian 2021
Revisi Permenkes Nomor tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji yang | Kesehatan Agama
62 Tahun 2016 tentang lebih spesifik pada kontens untuk perubahan | Haji
Penyelenggaraan periaku kesehatan (PHBS) jemaah haji melalui
Kesehatan Haji pendekatan agama islam diantaranya berisi
hasil musyawarah ulama atau ijtimak ulama
terkait dengan esehatan jemaah haji.
38 | R. Permenkes tentang Permenkes ini merupakan usulan regulasi baru | Biro Hukum | LKPP dan | 2021
Tata Cara, Persyaratan, turunan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 | dan Kemenkeu
dan Besaran Pemberian tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Organisasi
Bantuan untuk Pasal 84 dan Pasal 86 ayat (1)
Penyelesaian
Permasalahan Hukum
terkait Pengadaan
Barang/Jasa di
lingkungan Kementerian
Kesehatan
39 | R. Permenkes tentang R.Permenkes ini konsisten dengan R.Perpres | Biro Hukum | Kementerian 2020
Organisasi dan Tata Kerja | tentang Kementerian Kesehatan, Perpres | dan PAN dan RB
Kementerian Kesehatan tentang Kementerian dan Lembaga, dan | Organisasi
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R.Kepmenkes tentang Proses Bisnis

Kementerian Kesehatan

40 | R. Permenkes tentang R.Permenkes ini konsisten dengan R.Permenkes | Biro Hukum | Kementerian 2024
Kriteria Klasifikasi UPT di | tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian | dan PAN dan RB.
lingkungan Kementerian Kesehatan, dan R.Kepmenkes tentang Proses | Organisasi
Kesehatan Bisnis UPT di lingkungan Kementerian

Kesehatan.

41 | R. Permenkes tentang R.Permenkes ini konsisten dengan R.Permenkes | Biro Hukum | Kementerian 2024
Organisasi dan Tata Kerja | tentang Proses Bisnis Kementerian Kesehatan, | dan PAN dan RB
UPT di lingkungan R.Permenkes Proses Bisnis UPT di lingkungan | Organisasi
Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan, dan R.Permenkes

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan

42 | R. Permenkes tentang R.Permenkes ini konsisten dengan UU Nomor 23 | Biro Hukum | Kementerian 2022
Pedoman Organisasi tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 18 |dan PAN dan RB dan
Dinas Kesehatan tentang Perangkat Daerah, R.Kepmenkes | Organisasi | Kementerian

tentang Proses Bisnis Kementerian Kesehatan Dalam Negeri
dan R.Permenkes tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kesehatan
43 | RPermenkes Pedoman Kementerian Kesehatan telah menetapkan | Biro KSLN Kemenlu 2020

Kerjasama dengan Pihak

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun

2017 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan
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Luar Negeri di Lingkungan

Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan. Dalam
perkembangannya, hubungan kerja sama
antara RI dengan negara lain, baik di tingkat
bilateral, regional maupun internasional,
membuat banyak pihak-pihak asing yang ingin
bekerjasama secara langsung dengan institusi-
institusi kesehatan di Indonesia. Hal ini perlu
mendapat perhatian lebih dari Pemerintah
Pusat, khususnya dalam hal koordinasi dan
supervisi dari Kemenkes RI atas implementasi
dan monitoring dan evaluasi setiap kerja sama
Kemenkes dengan pihak Asing, sehingga perlu

disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

ARAH KERANGKA REGULASI

Regulasi E-office (emonev,
eperjadin, epdln, esign,

efs)

Mendukung Pelaksanaan integrasi, sinkronisasi
dan sinkronisasi sistem informasi administrasi

perkantoran dengan single entry

Pusat Data
dan

Informasi

KemenPANRB

Regulasi E-
office
(emonev,
eperjadin,
epdln, esign,
efs)
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Regulasi Sistem Informasi

Puskesmas (SIP)

Penguatan Sistem Informasi Puskesmas dan
Integrasi data dan informasi baik Pusat maupun
Daerah yang merupakan turunan dari PP SIK
terkait penyelenggaraan sistem informasi di

fasilitas pelayanan kesehatan

Pusat Data
dan
Informasi,

PKP

Kementerian

Dalam Negeri

Regulasi
Sistem
Informasi
Puskesmas
(SIP)
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BABV
PENUTUP

Rencana Aksi Program (RAP) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
Tahun 2020 - 2024 disusun sebagai acuan bagi satuan kerja di lingkungan
Sekretariat Jenderal dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahun
berjalan. RAP ini berisfar indikasi dan dapat disesuaikan pada prencanaan
tahun berjalan sesuai dengan ahsil kesepakatan tiga pihak, yaitu Kementerian
Kesehatan, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. RAP
Sekretariat Jenderal ini diharapkan juga mampu menjawab tantangan,
hambatan, dinamika, dan kebutuan organisasi dalam mendukung
penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

RAP Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 akan
direviu minimal 2 kali yaitu mid-term review pada pertengahan (2022) dan end-
term review/ pada akhir (2024) dan/atau dilakukan penyempurnaan
sebagaimana mestinya sesuai dengan situasi dan kondisi maupun hal-hal lain

yang menuntut perlunya perubahan RAP Sekretariat Jenderal.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

CSENRD
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